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DENGAN Raiiia: 1y N TANG MAHA ES5A
RUPATI KAPULS,

Menimbang - 2. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tabuu 2017 ientang Pedoman

Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah, maka Unit Pelaksaria Teknis

Dacrah pada DRinas dan nadan  perlu  diadakan

penyesuaian;

J L. baliwa scbagal pelaicsanazil ketenluan Pasal 0 Peralurarn

' Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

pada Dinas dan Radan dapat dibeniulk Unit Yelalzsana

Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

c. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan hyruf b, perlu menetapkan
| Peraturan Bupall tentang Permbentukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
; | Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong H
Dinas Pertanian.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

ewan Pada

nsa

Penetapan Undang Undang Dosurat Momer 3 Tahun 1955

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai

Undang-Undang (L.embaran Negara Repubiii indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

. Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undung-Undang Nomor 1 Tanun 2004 entang

: Perbendaharaan Negara (Lembar negara Republik

; Indonesic Tahun 2004 Momor 5, Tamhbhahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbungal Keuangan Antara Pemerintaly Pusal dan

Pemerintah Daerah (Lembar negara Republik Indonesia -

Tahun 2004 Ngomor 126, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia nomor 4438);
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10.

11.

12.

Undang-Undang  Nowor 12 taun 2011  lenleuviy
pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembar
negara  Republik Indenesia Tahun 2011 MNemor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
5234); ;

Undang-Undang  Nowwor 23 Taliva 201+ ichilang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 teniang Perubahan Kedud
atas Undang-unidang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Memer S8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peratwran Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 fenlang
Pengelolaan  Keuangan  dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Megara Republils Indenesia Momer 1578);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkai Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, ‘I‘amba'han Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintan Nomor 22 Tahun 1983 lenlang
Keschatan Masyaralkat Veteriner;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Memor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produle Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 12 Tanun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah {(Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Pertanian ' Nomor
13/ Permentan/OT, 140/ 172010 lentang Persyaraian
Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan
Daging (meat cutting plani);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43 /Permentan/0T.010/8/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangall
dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan
Kahupaten/Kota (Berita Negara Repuhlil  Indenesia

Tahun 2016 Nomor 1330};

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun
2010 ientang Pembeniukan dan Subunan Perangkat
Daérah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2016 Nomeor .10, Tamhahan Lemharan Daerah Kahupaten
Kapuas Nomor 33);

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisast, Tugas dan Fungsi Scrta
Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas (Bcrita
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomeor 57). .
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Menetaplkan

| |

1, Sural Keputusan imenteri Pertanian Nomor

' 555/Kpts/TN.240/9/ 1986 tentang syarat-syarat Rumah

Dotonz Hewan dan Usaha Pemotengen Hewan,

2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor

| 413/Kpts/TN.330/7 /1992 tentang Pemotongan Hewan
Polong dan Petrangalial Daging seria Hasil Houlannya;

3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor
306/ Knts TN.310/4 /1904 tenlang Pemotongan  bewan
Potong dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil
Ikutannya;

MEMUTUSKAIN -
PERATURAN BUPATI TENTANG PREMRENTUKAN, SUSUNANM
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAEBRAH RUMALL POTONG HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN.

BAR !
KETENTUAN UMUM
Paval )

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

i. Daerah adaiah Naerah Kabupaten Rapuas.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah scbagai unsur
penysienggera Pemerintahan  Daerah  yang remimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan  yang menjadi
kewenangan Daerah Otononi.

3. pemerintahan  Dacrab adulail  penyclenggaraall Urusast

Pemerintahan oleh Pemerintah Dacrah dan Dewan

Pevwalailen Ralogal Daerah menurut Qsas _ctonemi dan

Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Kabupuaien adalai Kabupaten Kapuas.

Bupati adalah Bupati Kapuas.

Sekreturis Dacraln adalai Sekiciaiis Dactall Rabupaici
Kapuas.

(= NS TS

Perangicat Daerah aAzian wnsur pembanty Hupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
mcn_jadi kewenai?gan Daerah.

:--1

Dinas adalah Dinas Peplanian  Rabupaien  Rapuas,
perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana

urnsan pt;mcrinhb?.v. di hidang Pervtanian Yang menjadi

A AR IRAd (R

' kewenangan daerah.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pertanian Kabupaten
hapuas.
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11.

14.

18.

2

i

Kesthuaian Masyarakai Veictiner (Kesmavel) adalah scgala
urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-
bahan yang herasal dari hewan yang secara langsung

atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut RPH
adeduhn kowpieks  bDaunguien  deugau desainn deus
onstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis
dan hygiene tevtentu yang, disunalzan schagai tempat
memotong hewan potong bagi konsumsi masyarakat.
Hewan Potong adalah Sapi, Kerbau dan Unggas.
Pemotongan Hewair adalalt kegiatall untuk menghasilkal
daging yang terdiri dari pemeriksaan ante morteni,
penyembelihan, penyelesaian penyembelihan  dan
pemeriksaan post mortem.

Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan
hewan polong sebelum disembelih yaing dilakukan oleh
petugas pemeriksa yang berwenang.

Daging adalah hagian dari olol skeletal karkas yang lazim,
aman dan layak dikonsumsi olch manusia, terdiri atas
potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang,
dapat berupa daging scgar hangat, scgar dingin (chilcd)
atau daging beku (frozen).

Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksann kesehatan
hewan potong sesudah disembelih yang dilakukan oleh
petugas pemeriksa berwenang.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong lHewan yang
selanjutnya disebut UPTD RPH adalah organisasi yang
meloksanakan  kegiaton  teknis perasional dan/atau

bl‘_I.L (S

kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian
Kabupaten Kapuas.

Kepala UPTD adaiail Kepala UPTD RPH pada Dinas
Pertanian Kabupaten Kapuas.

Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha
UPTD RPH pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas.

- e i

Tugas Tekmnis Operasional adaiain  tUgas untul
melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Tugas Teknis  Penuujang adadals  lugas  uniuk
melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas orsanisasi indulnya.

Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN,
adalah setiap warga negara Republik Indonesia vang telah
memenuhi syarat yang diteniukai, Giangkat oleh pejabat
yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
negara atau diserabi tugas negara lainnya, dan digaji
berdasarkan ?eraturan perundang-undangan  yang
berlaku.

Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukbkai
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN
dalam rangka menjalankan tugas pelok dan fungsi -
keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan
organisasi. '
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(1)

(2)

! (1)

Nanlia—na.ma Japatan Poiaksana adalan seputan  yang
menjadi identitds penamaan jabatan di bawah eselon 1V.

Jabatan [fungsional adalah kedudulzan yang
menunjuikkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
sescorang ASN  dalam  suatu  organisasi vang dalam
priaksanaan  lugasuya  idaswrikan pada  keaunhian
dan/atau keterampilan tertentu seria bersifat mandiri
dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka

kredit. '

r~<aTyy 1Y
Larviy L)

PEMBENTURKAN

' Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPTD RPTI pada

Dings Portanian Kahunaten It ne
LAt & s R e 0!“-—)“1'\. llllllll &r‘“Lﬁu.

UPTD RPH pada Dinas Pertanian Kabupalen Kapuas

masul Klasifikasi Kelas A.

DAD

SUSUNAN ORCANISASI

Pasal 3
Susunan Organisasi UPTD RPH terdiri dari :
a. Kepala UPTD;
b. Subbagian Tata Usaha; dan

Kelompol Jabatan Fungsicnal.

UPTD RPH dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan
di bawah dan bertangguog jawah kepada Kepaia Dinas.
Subbagian Tata Usaha dipimpin olch seorang Kepala
Subbagian Tata Usaha yang dajam melalsanalan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD.

Dalarn melaksanakan Lugas-iugasnya UPTD RPH dibina
dan berkoordinasi dengan Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan.

Bugan  Strukiur Organisasi UPTD RFPH stbagaimand
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
t
-
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TUGAS DAN FUNGSL .

‘ U e iy T
Daglil ivesalu

yrTo RPH
Pasal

| (1) UPTD RPH mempunyai tugas, melaksanakan sebagian

- —dtee pleda HRE B o
tugas Dinas Portanian Galdeaid hal pengliticall, il
™ i

l{2) Untuk melaksanakan ugas sebagaimana din}aksud
pada ayal (1), UPTD RPH mnnynlnnggm'nlcan fungsi:

. picialssavaisalt peialy el et dalaw perycdliaals d'dgiug3
yang Aman, gehat, Utuh dan Halal |ASUH) bagi

magyarakal;

b. melaksanalkan bimhingan dan pembinaan terhadap

pelaku usaha pemotongan hewan,

c. lelaicsarakalt peiunguia veiribusi RPH;

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian
pemotongan hewan;

c. melaksanakan administrasi ~ umum meliputi
kcuangas, kepogawaiai, perlenghapan, suratl
menyurat dan pelaporan; dan

f melaksanakan tugas kedinasan lain yang cliberikan

oien Arasan sesuai dengan tugasmnyé.
|

Buagian Kedua
' Kepala UPTD

Pasel O

(1} Kepala UPTD mempunyai tugas mengelola
penyelenggaraan prmberian  pelayanam pelalan  wsaha,

dibidang pemotongan hewan yang meliputfi perencanaarn,

| penganalisaan kebutuhan, pemeliharaan, pembinaan,
. pengawasail  dail pengendalian  scria niclaksaiiaikail
| urusan kesekretariatan UPTD yang sesuai norma,

standar, prosedur dan leriteria yang herlakn dan searah

P

. dengan kebijakan umum daerah.
| (2) Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada

o~ ol 9 ' in i [ v sy =on Doaed 03 67330 :

aycit ;1}, Iu.pa]a urmio umﬂ_ytl:t:xlggcu aiveil ﬁingSi %

a. menyiapkan bahan usulan program dan kegiatan
penyelenggaraan  UPTD REW dam meinksanakan
rencana kerja UPTD RPH;

h. melaksanakan pelayanan dalam penyediaan daging
yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi
masyarakat; ;

e ll'lt?i'cll&l‘ii:ﬂ'l‘dj{'dl'i pelgeiuiaan Timbait padal duass el
cair yang berada di UPTD RPH; dan !

. . - 1 . &
d. melalzsanalan lroardinnst telnis dalam
Lacdane = cslanbises=

menyelenggarakan UPTD RPH dengan instansi terkait,”
mengatur mekanisme keria dan jadwal personil;

=
w
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¢, uengatur deas ieagendadiian lesingagy pecsaiil
sarana dan prasarana penyelenggaraan UPTD RPIL,

f memberikan layanan Surat Keterangan Keschatan
Daging dan Stempcel Daging Schat;

o ——

B 2 daee smmnmanmdalile
£. menghkoordinasinan, mcngawasi aan mengen alikan

seluruh kegiatan UPTD RPH;

h. mengevaluasi dan melaporkan aktifitas kegiatan RPH
"""d' I-'"‘"" ot BT . o [ w4 e b1 »
KO jrettdar hejretled Dinas miclaiul Bidauy Peicritabal e
Keschatan Hewan.

1. melalcsanalkan fagns feeriinasan lam yang ciiherikan
olch Atasan sesuai dengan tugasnya.

o0} L, | S =
Daglaul neliga

Subbagian Tata Usaha

™ ~
Pasul O

Subbagian Tata Usaha memputlyai tugas melaksanakan
pengelolaan kepegawaian, lceniangan, umum,

perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
Untulk mclaksanakan tugas schagaimana dimalksud pada
ayat |1), Subbagian Tala Usaha menyelenggaralcan fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;

b melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawalall;

c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

d. mclaksanakan  peiigeiolaan  perlenghkapan dail
kerumahtanggaan;

e, melaksanalkan  pengelolaan nasleah © dinas  dan
kearsipan;

¢  melaksanakan pengolahan data di lingkungan UPTD
RPH;,

g. mengoordinasikaan penviapan bahan evaluasi dan

pelaporan pelaicsanaan program kerja UPTD RPH;
h. menyusun laporan kegiatan UPTD RPH,; dan

i melaksanaian tugas kedmasan jain yang diberikan
olch Atasan sesuai dengan tugasnya.

1 ' BAD V
KELOMPOK JABATAN
Bagieu! Kesaiu
Jabatan Pclaksana
Pased 7
Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan
hasil analisis iahatan dan heban lkerja;

Nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan °
lcetentuan peraturan perundang-undangan;




(7)

(&)

(1]

(2)

(3)

(i

(1)

(2)

Nama-nama Jabatay Pelaksana schagaimena ditnaksud
ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi
perangkat daerah;

Penetapan namas;nama Jabatan Pelaksana ditetapkan
dengan Keputusan Bupati; .
Dadernt had  iejadi perubabean nama-uang Jabaian
Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat {4 ditctapkan
dengan Keputusan Bupali;

Sctiap PPNS yang belum menduduki Juabatan Struktural
dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan
Pelaksaiie;

Pengangkatan PNS dalam  Jabatan  Pelaksana
sehagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh Kepala
Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
uirdaligedi,; daii

Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala
P,

Dagian kKedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal &

Kclompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
tenaga dalam jenjang Jahatan I'ungsiona! dan Qatau
berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompolk
sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan
tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dipimpin oieh seorang itenaga fungsionsi
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Jumlah Jabatan Fungsicnal sebagaimana imaksud pada

“i lb
ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah
dan beban kerja.
Jenis Jabutan Fungsiotal scbugainiana dinaksud pada
ayat (3], ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan.

AT TTIT

DAD VI
TATA KERJA

1
, Paout 9

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan  yang
meniadh tngas dan fangsi iinas Pertanian  kabapaten
Kapuas dan UPTD disusun Standar Prosedur Kerja atau
manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta
Standar Operasional Frosedur (SOF).

Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atauimanual
dan Standar Pelayanan Minimal (SEM), serta Standar

Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada

e
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(3)

{4

| &)

(7)

(8)

(1)

i

ayal (1) diteiapkat oleh Bupeil Lerdaseukean Peraturan

Perundangan-undangan.
Qetiap pimpinan satuan greanisasi di Lingltungan Dinas
urTD  wajib

Pertanian  Kabupaten Kapuas dan )
menerapkan prinsif koordinasi, integrasi, satnklronis.asa
deny simplifilkasi Dl Getleuriy Hiupkungan nldsSigruasiity
maupun- antar satuan organisasi  di lingkungan
pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar
pemerintah dacrah, sesuai dengan Tugas dan fungsi
masing-masing dan menerapkan asas umum
Penycienggaran Negara.
Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas
Pertanian  Kabupaten  Kapuas dan UPTD  wajih
mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing
serta memberi  petunjulk bagi peclaksanaan tugas
hawahannya dain apabiia ferjadi penyimpangdan  agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
Peraturan Perundang-undangan.
|Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas
Pertanian Kabupaten Kapuas dan UPTD wajib mengikuti
dan mematuhi pectunjuk dan bertanggungiaw Irepada
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara
perkala tepat pada walktunya dengan tembusan kepada
satuan kerja organisasi lain secara Mingsinnal mempunyai
hubungan kerja.

oty

Setiap laporan yang diterima coleh pimpinan satuan kerja
| dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan untuk penyusunan laporan lebibi lanjut dan nntuk

memberikan perunjuk kepada bawahan.

Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan
masing-masing setiap nimpinan satuan kerja wajib
mengadalkan rapat berkala.

Dalam hal pimpinan saiuan organisasi di Lingkungan
Dinas Pertanizii  Kabupalen  RKapuas datr  UPTD
berhalangan maka tugas pimpinan satuar organisasi
dilaksanakan cleh pimpinan satuan organisasi setinglkat
dibawahnya.

™ % vy T FTT
DAnp Vil

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Baglall Keseiu
Kepegawaian

Pasal 10
K;pala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten Kapuas berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan sebagaitiana dimnaksud pada ayat (1) wajib
mengikuti  standar kompetensi sesuai dengan bidang

1en 3 i Ttery 41
Urisan Pemerintahan yang ditangant
.



idagian Keaus
Eselon

PPasal 11 _

(1) Kepala UPTD adalah Jabatan Strulktural Eselon IV.a atau
Jabatan Pengawas.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural

Esclon IV.D atau Jabatan Pengawas.

-+

BAD Vill

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung lkegiatan UPTD di Lingkungan
Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas dibebanlkan pada APBD,
APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

clepgam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

(1) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya

| sampai dengan dilantiknya Pgjabat pada UPTD yang

terbentuk berdasarkan Peraluran Bupati sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

Pt R et 1 A ee i aten s Al ing
(2) Felaiiikail Pejabal UPTD dunaxstu dilaksanalkeal pallig

Jambat pada awal Januari 20 18.

- v

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupali Kapuas Nemer 25 Tahun 2014 tentarg Qrganisasi dan
Tata Kerfa Unit Pelalisana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan
pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas (Berita Daerah
Kabupalen Kapuas Taliun 3014 Nowmor 23), dicabul dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ulany mengelaiiuiny«, menerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya
dalam Rerita Daerah Kabupaten Kapuas. ‘

Ditclapian di Nuadd N puas
pada tanggal 21 Juni 2018
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LAMTIRATN

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG PEMDENTURAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

DALRAII RUMAIl POTONG 1IEWAN PADA

ANTAL

DINAS PERTANIAN

BAGAN STRURKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH POTONG HEWAM PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KAPUAS
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